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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  
2.1 Inovasi  
2.1.1 Pengertian Inovasi 
Inovasi (innovation dan innovate, yang berasal dari bahasa Latin innovare), 
berarti berubah sesuatu menjadi baru. Dalam bahasa Inggris, inovasi merupakan 
kosakata yang baru muncul setelah abad ke XVI, yang saat itu diasosiasikan secara 
negative sebagai ‘troublemaker’ dan revolusioner. Istilah innovative mulai luas 
dipergunakan banyak orang sejak abad ke-17, atau sekitar 100 tahun kemudian.38 
Menurut Dobni dalam Noor menyatakan bahwa  
“definition of inovativeness was multi-dimensional, as was their construct 
which included the dimensions of product, market, process, behavior and 
strategic innovation”. 39  
 
Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional 
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
inovasi adalah kegiatan kajian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang 
bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan 
yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Inovasi pada dasarnya 
menunjukkan pada sesuatu yang baru, apakah berbentuk gagasan-gagasan baru, 
produk, metode atau bentuk pelayanan. 40 Kemudian pernyataan lain menjelaskan 
bahwa inovasi juga merupakan instrumen untuk mengembangkan cara-cara baru 
dalam menggunakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan secara lebih efektif. 
                                                             
38 Noor, Irwan, Desain Inovasi Pemerintahan Daerah, (Malang: UB Press, 2017) Hlm. 80   
39 Ibid. Hlm. 82   
40 Ibid. Hlm. 84   
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Inovasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi dan tindakan 
dalam pelayanan publik. 41 Damapaour yang dikutip Suwarno mengatakan bahwa 
“sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa baru, teknologi, proses 
produksi yang baru, sistem struktur. dan administrasi baru atau. rencana 
baru bagi sebuah inovasi.” 42 
 
Inovasi adalah perubahan yang direncanakan, yang bertujuan untuk 
memperbaiki praktek-praktek. Dengan demikian, kata kunci dalam inovasi adalah 
perubahan. Perubahan dapat diimplementasikan dalam kaitannya dengan semua 
jenjang dan sektor di bidang yang bersangkutan. Perubahan dapat terjadi secara 
kebetulan dan tidak sistematis, tetapi agar perubahan dapat disebut sebagai inovasi, 
makan perubahan tersebut harus mengandung unsur kesadaran dan perenungan 
yang kuat. 43  
Inovasi merupakan suatu perubahan yang terencana dengan 
memperkenalkan teknologi dan penggunaan perlatan baru dalam lingkup kerja di 
instansi tertentu dengan didukung oleh instansi lainnya yang terkait dan atau 
perbaikan cara kerja yang lebih berdaya guna dengan mengintegrasikan 
sumberdaya sosial, sumberdaya pegawai dan sumberdaya kelembagaan.44  
Penjelasan ini kemudian dilengkapi dengan pengertian lain tentang inovasi yang 
mengatakan bahwa inovasi tidak hanya baku pada barang hasil produksi atau benda 
saja melainkan juga berupa keputusan atau kebijakan dari suatu pemerintah daerah 
baik berupa Peraturan Daerah maupun Surat Keputusan (SK). 45 
                                                             
41 Muluk, Khairul, Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah (Malang: 
Bayumedia, 2008), Hlm. 43  
42 Suwarno, Yogi. Inovasi di Sektor Publik. (Jakarta: STIA-LAN Press, 2008) Hlm. 10-1185   
43 Noor, Irwan, Desain Inovasi Pemerintahan Daerah, (Malang: UB Press, 2017) Hlm. 84-85   
44 Said, M. Mas’ud. Birokrasi di Negara Birokratus. (Malang: UMM Press, 2007), Hlm. 27 
45 Susanto. 60 Management Gems. (Jakarta: Kompas, 2010), Hlm. 158  
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Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa. kunci dari 
inovasi adalah suatu pembaharuan baik melalui ide, praktik, benda maupun sampai 
pada kebijakan atau peraturan yang dibuat pemerintah. Oleh sebab itu, Suwarno  
menyebutkan bahwa inovasi tidak akan lepas dari: 46 
1. Pengetahuan baru 
Inovasi tidak akan lepas dari pengetahuan baru, karena inovasi hadir dalam 
sistem sosial sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat. Salah satu faktor 
penting perubahan sosial adalah pengetahuan baru. 
2. Cara baru 
Inovasi dapat pula dikatakan sebagai cara baru bagi seseorang atau kelompok 
untuk memenuhi kebutuhan atau sebagai pemecah masalah. 
3. Objek baru 
Sebuah inovasi merupakan objek baru bagi penggunanya, baik itu berwujud 
maupun tidak berwujud. 
4. Teknologi baru 
Tidak sedikit inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi, karena inovasi 
sangat identik dengan kemajuan teknologi. 
5. Penemuan baru 
Sangat jarang ada kasus kemunculan inovasi sebagai sebuah kebetulan, karena 
inovasi merupakan sebuah penemuan baru, tetapi tidak semua penemuan baru 
dapat disebut sebagai inovasi. 
 
2.1.2 Karakteristik Inovasi 
Karakteristik inovasi telah disampaikan Rogers47 dalam bukunya Diffusion of 
Innovations sebagai berikut: 
1. Relative advantage atau Keuntungan Relatif 
Keuntungan relatif adalah sejauh mana inovasi dianggap lebih baik dari 
praktik/ide yang digantikannya. Tingkat keuntungan relatif dapat diukur dalam 
istilah ekonomi, tetapi faktor prestise sosial, kenyamanan, dan kepuasan juga 
merupakan komponen penting dalam inovasi. Suatu hal yang penting dari 
sebuah inovasi adalah apakah inovasi itu dianggap menguntungkan. Semakin 
besar keuntungan relatif yang dirasakan dari inovasi, semakin cepat tingkat 
pengadopsian terhadap inovasi tersebut. 
 
                                                             
46 Suwarno, Yogi. Inovasi di Sektor Publik. (Jakarta: STIA-LAN Press, 2008) Hlm. 10-11 
47 Rogers, E. M. Diffusion of Innovations. (New York: The Free Press, A Division of Macmilan 
Publishing Co.Inc, 1983) Hlm. 16  
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2. Compatibility atau Kesesuaian 
Kompatibilitas adalah suatu konsistensi inovasi terhadap nilai-nilai yang ada, 
pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi potensial. Inovasi sebaiknya 
juga memiliki sifat keseuaian dengan inovasiyang digantikannya, sehingga hal 
ini akan mempermudah adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu 
secara lebih cepat. 
3. Complexity atau Kerumitan 
Inovasi memiliki nilai pembaruan, maka dengan sifatnya yang baru tersebut 
inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang kemungkinan lebih besar dari 
ide/praktik sebelumnya. Namun, karena inovasi menawarkan cara yang lebih 
baru dan lebik baik, maka tingkat kerumitan tersebut tidak menjadi masalah 
penting. 
4. Trialability atau Kemungkinan dicoba 
Inovasi hanya bisa diterima apabila teruji dan terbukti mempunyai keuntungan 
atu nilai lebih dibandingkan dengan ide/praktik lama. Sehingga sebuah inovasi 
harus melalui “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak memiliki kesempatan 
untuk menguji kualitas inovasi. 
5. Observasbility atau Kemudahan diamati 
Pengamatan adalah hasil inovasi yang terlihat oleh orang lain. Inovasi harus 
dapat diamati baik dari segi bagaimana inovasi itu bekerja dan bagaimana 
inovasi dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Lebih mudah bagi individu 
untuk melihat hasil inovasi, semakin besar kemungkinan mereka untuk 
mengadopsi.  
 
Berdasarkan teori Rogers inovasi merupakan sebuah kebaharuan, sifatnya 
yang baru menjadikan inovasi menjadi hal yang perlu dipelajari, perlu dicoba, 
rumit, dan memiliki kesesuaian dengan ide sebelumnya.  
2.1.3 Tipologi Inovasi 
Inovasi sebagai sebuah pembaharuan merupakan suatu konsep yang 
dibutuhkan oleh semua jenis organisasi. sebagai respon dan upaya untuk 
menghadapi perubahan dan perkembangan zaman. Organisasi publik saat ini hidup 
dalam sistem terbuka yang kompleks sehingga tuntutan masyarakat terus 
berkembang, oleh karenanya suatu konsep inovasi dibutuhkan sehingga kepuasan 
masyarakat dapat tercapai.  
Kajian inovasi selama ini menunjukkan bahwa proses inovasi juga tidak 
sesederhana seperti menerjemahkannya dengan membawa kebaruan saja, namun 
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justru lebih kompleks dari hal tersebut karena melibatkan banyak aspek terrutama 
di sektor publik. 48 
Sistem terbuka dalam organisasi publik saat ini juga membuka peluang 
kompetisi antar daerah dan antar lembaga publik. Inovasi tetap relevan digunakan 
di sektor publik karena digunakan untuk mencari solusi baru. atas persoalan lama 
yang tak kunjung tuntas (new solutions to old problem). Inovasi sektor publik 
dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi dan tindakan dalam pelayanan 
publik, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, meningkatkan kualitas 
pelayanan dan dampaknya bagi masyarakat untuk mengatasi kebijakan sebelumnya 
yang kurang menampakkan hasil. Inovasi juga dapat digunakan untuk 
mengembangkan penggunaan Information & Communication Technology (ICT) 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat serta 
transparansi. Inovasi saat ini telah berkembang jauh dari pemahaman awal yang 
hanya mencakup inovasi dalam hal produk (product and service) dan proses 
semata. 49 Mulgan & Albury menunjukkan bahwa bahwa  
”inovasi  pelayanan publik  dikatakan  berhasil  jika  merupakan   hasil   
kreasi   dan  implementasi dari inovasi produk  layanan,  inovasi  proses  
pelayanan, inovasi  metode  pelayanan,  inovasi  kebijakan,  dan inovasi   
sistem.”50  
 
Tipologi inovasi tersebut di antaranya dapat di lihat dari beberapa aspek yang 
meliputi: 51   
a. Inovasi produk atau layanan berasal dari perubahan bentuk dan desain produk 
atau layanan sementara; 
                                                             
48 Muluk, Khairul, Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah (Malang: 
Bayumedia, 2008), Hlm. 44 
49 Ibid. Hlm. 43 
50 Ibid. Hlm. 44  
51 Ibid. Hlm. 45  
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b. Inovasi proses berasal dari gerakan pembaharuan kualitas yang berkelanjutan 
dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi; 
c. Inovasi dalam metode pelayanan adalah perubahan baru dalam hal berinteraksi 
dengan pelanggan atau cara baru dalam memberikan pelayanan; 
d. Inovasi dalam strategi atau kebijakan mengacu pada visi, misi, tujuan dan 
strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada; 
e. Inovasi sistem mencakup cara baru atau yang diperbarui dalam berinteraksi 
dengan aktor-aktor lain atau dengan kata lain adanya perubahan dalam tata 
kelola pemerintahan (changes in governance). 
Tipologi tersebut digambarkan dalam hal berikut:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan tipologi tersebut, penelitian ini lebih berkaitan pada 2 tipologi 
yaitu tipologi inovasi metode pelayanan dan tipologi inovasi sistem. Tipologi 
inovasi metode pelayanan berdasarkan pada tata cara pelayanan yang dapat 
dilakukan secara jarak jauh menggunakan alat bantu berupa telepon genggam 
maupun perangkat lain yang terhubung dengan internet dan tipologi inovasi sistem 
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Gambar 1 : Tipologi Inovasi Sektor Publik  
Sumber : Muluk (2008:45) 
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berdasarkan pada tata cara pelayanan yang sudah menggunakan sistem informasi 
berbasis online/internet. 
2.1.4 Proses Inovasi  
Berkenaan dengan proses inovasi dapat dikatakan bahwasannya  
”Innovation is essential to survival, and all innovation is strategic. 
Innovation as a process and an organizational priority cannot be separated 
from the development and implementation of strategy, and all strategic 
innovation viewpoints are critical to success”. 52  
Adapun langkah-langkah dalam proses inovasi adalah sebagai berikut: 53  
a. Ciptaan ide  
Ide produk atau proses baru muncul dari kreativitas spontan, kecerdikan dan 
pemrosesan informasi. Penciptaan ide yaitu dengan menentukan produk baru 
yang potensial atau bisa dengan cara memodifikasi yang sudah ada.  
b. Eksperimen awal  
Gagasan baru pertama kali yang dikaji dalam konsep untuk menetapkan nilai 
dan aplikasi potensial mereka. Seperti dengan berbagi ide dengan orang lain dan 
mengujinya dalam bentuk prototype.  
c. Studi kelayakan  
Studi formal dilakukan untuk menentukan kelayakan dalam mengadopsi produk 
atau proses baru. Selain itu dengan menguji kepraktisan dan kelangsungan 
finansial produk baru.  
d. Aplikasi akhir 
Produk atau layanan baru diproduksi dan dipasarkan, atau proses baru 
diimplementasikan sepenuhnya. Mengkomersialkan produk untuk dijual ke 
pelanggan atau klien.   
Dalam proses inovasi juga perlu memperhatikan setiap detail grand design atau 
rancangan induk tentang orientasi penciptaan inovasi itu sendiri, aspek-aspek 
seperti bagaimana kontur subyek yang di tuju juga perlu di perhatikan agar inovasi 
tercipta sesuai dengan kebutuhan. Selain itu melalui proses inovasi mekanisme 
yang di gunakan untuk menciptakan sebuah inovasi harus memperhatika setiap 
detail substansi inovasi itu sendiri agar nantinya bisa di gunakan jangka panjang.  
                                                             
52Noor, Irwan, Desain Inovasi Pemerintahan Daerah, (Malang: UB Press, 2017) Hlm. 92 
53Wood, Wallance, Zeffane, Schermerhorn, Hunt dan Osborn. Organisational Behaviour An Asia-
Pacific Perspective. (Singapore: JACARANDA WILEY LTD, 1998) Hlm. 654 
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Pada penjabaran proses dan pengembangan inovasi oleh John R.Schermerhorn 
menunjukkan bahwa dalam penciptaan inovasi hingga hasil akhir selalu dilakukan 
dengan mekanisme yang sama.  
2.1.5 Faktor Penghambat dan Pendorong Inovasi 
Suatu inovasi tidak selalu berjalan mulus atau tanpa adanya resistensi. 
Terdapat banyak kasus inovasi tidak berjalan dikarenakan terkendala oleh banyak 
faktor. Terdapat beberapa faktor penghambat inovasi yang telah dijelaskan oleh 
Albury diantaranya54 :  
a. Budaya risk aversion 
Inovasi sebagai suatu pembaharuan mengandung sebuah resiko didalamnya. 
Namun organiasi atau pelaksana kegiatan inovasi yang tidak menyukai resiko 
memiliki kecenderungan mencari aman dan secara kelembagaan unit kerjanya 
tidak memiliki kemampuan untuk menangani resiko yang muncul. Sehingga 
budaya enggan beresiko tersebut menjadi penghambat adanya suatu inovasi pada 
individu atau organisasi. 
                                                             
54 Suwarno. Inovasi di Sektor Publik. (Jakarta: STIA-LAN Press, 2008) Hlm. 54 
Idea Creation 
Discover a potential new 
product or ways to modify an 
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Gambar 2 : The Innovation Process: A Case Of New Product Development  
Sumber : John R. Schermerhorn, Jr, Management for Productivity, 4th edn 
(New York: John Willey & Sons, 1993), p. 661. Used by permission.)  
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b. Ketergantungan berlebihan pada high performance 
Kecenderungan bergantung pada figur yang memiliki kinerja tinggi membuat 
pegawai ketergantungan untuk menjadi pengikut. Ketika figur tersebut telah 
hilang dari sebuah organisasi, maka pegawai lain menjadi stagnan tanpa 
memunculkan inovasi sendiri. 
c. Hambatan anggaran yang periodenya pendek dan perencanaan dan tekanan 
hambatan administratif 
Hambatan ini membuat sistem yang ada dalam sebuah inovasi menjadi kaku dan 
kurang fleksibel. 
d. Tidak ada penghargaan atau insentif 
Kurangnya apresiasi yang diberikan pada subyek inovatif membuat pegawai 
cenderung tidak berinovasi dan berdaya saing rendah. 
e. Adanya teknologi tetapi terhambat oleh budaya dan penataan organisasi 
Inovasi cenderung dilakukan dengan mengadopsi teknologi, namun budaya 
organisasi yang belum siap berinovasi atau menerima inovasi membuat tujuan 
yang efisien tidak tercapai dan tetap terjadi inefesiensi kinerja. 
Hambatan dalam inovasi juga disampaikan Hadjimanolis bahwa hambatan 
inovasi dapat dilihat dari berbagai segi, seperti: 55 
a) Sumber penghambat inovasi, yang dapat dibedakan antara sumber internal dan 
eksternal. Termasuk dalam sumber penghambat inovasi internal antara lain: 
1. Masyarakat (people related) 
2. Struktur (structure related) 
3. Strategi (strategy related) 
Sedangkan penghambat eksternal antara lain: 
1. Pasar (market related) 
2. Pemetintahan (government related) 
3. Lainnya 
b) Dampak yang dihasilkan. Hambatan dapat diklarifikasikan ke dalam 
lagsung/tidak langsung sesuai dengan dampaknya terhadap proses inovasi. 
c) Hambatan yang dapat diperhitungkan atau objektif dan yang tidak (tangible or 
objective and cognitive or pereptual) 
 
Akan tetapi selain faktor penghambat inovasi tersebut, juga terdapat 
beberapa faktor lain yang mempengaruhi tumbuhnya suatu inovasi dalam 
organisasi atau pemerintah daerah yaitu faktor kepemimpinan, faktor iklim 
organisasi, dan faktor lingkungan politik. Ketiga faktor tersebut dianggap stimultan 
berpengaruh positif terhadap perkembangan inovasi.56  
                                                             
55 Noor, Irwan, Desain Inovasi Pemerintahan Daerah, (Malang: UB Press, 2017) Hlm. 142-143    
56 Ibid. Hlm. 270    
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1. Faktor Kepemimpinan (Leadership) 
Salah satu faktor yang diyakini memberikan andil cukup signifikan bagi 
tumbuhnya inovasi dalam suatu organisasi adalah peran pimpinan. Tantangan 
organisasi untuk dapat bertahan dalam perubahan yang sangat cepat dalam 
segala bidang, menuntut seorang pemimpin yang cakap didalam 
mengembangkan kapasitas pribadinya maupun organisasi yang dipimpinnya. 
Pemimpin dituntut kecakapan dan kearifanya dalam membaca dan 
menterjemahkan kebutuhan-kebutuhan lingkungan, baik lingkungan internal 
organisasi maupun lingkungan  eksternal, serta kemampuannya untuk 
mewujudkan dalm tindakan nyata.  
Kecakapan dan kearifan dalam membaca lingkungan baik internal maupun 
eksternal akan membawa kepada sebuah kesimpulan yag ditarik dari kekuatan, 
kelemahan, hambatan dan tantangan. Sehingga dapat menjadi tantangan bagi 
pemimpin untuk mencari solusi terbaik dan sistematis. Kepemimpinan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat penting diantaranya: 
a) Visi Kepemimpinan, dengan visi ini seorang pemimpin mampu 
menggerakkan gerak roda organisasi dalam tataran menuju keberhasilan 
organisasinya.  
b) Gaya Kepemimpinan, penerapan sebuah gaya kepemimpinan yang tidak 
sesuai dengan lingkungan dimana pemimpin itu berada, diyakini akan 
memunculkan lingkungan kerja yang tidak kondusif sehingga dapat 
menghambat kretivitas dan inovatif di lingkungan kerja. Oleh karena itu 
diperlukan pemahaman akan lingkungan dimana seorang pemimpin itu 
berada.  
2. Iklim Organisasi (Organizational Climate) 
Faktor kedua yang perlu diperhatikan yaitu pemahaman akan lingkungan 
organisasi, khususnya struktur organisasi dan karyawan di pemerintahan. Iklim 
organisasi memberikan perangsang bagi organisasi untuk inovatif. Ada dua 
faktor yang diasumsikan memberikan dampak bagi perkembangan inovasi 
pemerintahan daerah, yaitu struktur dan pemberian imbalan terhadap karyawan 
yang inovatif. Pemberian imbalan kepada karyawan merupakan faktor 
pendorong munculnya ide-ide kreatif dan inovatif. Perhatian terhadap struktur 
organisasi sebenarnya merupakan refleksi dari kepatuhan pemerintah daerah 
terhadap pemerintah pusat. Iklim organisasi erat kaitannya dengan lingkungan 
organisasi, inovasi sering digunakan melalui perilaku atau kegiatan yang pada 
akhirnya terkait dengan tindakan nyata.  
3. Lingkungan Politik (Political Environment) 
Lingkungan politik, yaitu partai politik lewat lembaga legistalatif, yang kondusif 
dalam pemerintah memberikan efek positif terhadap pengembangan inovasi di 
daerah. Sebaliknya, lingkungan politik yang kurang kondusif memberikan nilai 
negatif bagi pengembangan inovasi di suatu pemerintahan daerah. 
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Dapat disimpulkan bahwa implementasi sebuah inovasi dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Oleh karena itu, sebuah organisasi harus mampu memaksimalkan 
faktor-faktor yang mendorong tumbuhnya inovasi dan meminimalisir faktor-faktor 
yang dapat menghambat tumbuhnya atau berjalannya suatu inovasi. 
2.1.6 Kemampuan Inovasi  
Kemampuan inovasi menyediakan potensi bagi munculnya inovasi yang 
efektif. Dengan demikian, bagi birokrasi pemerintahan penciptaan. kreatifitas dan 
inovasi dalam penciptaan efektifitas pelayanan publik.. sangat ditentukan oleh 
kemampuan inovasi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga pemerintahan 
tersebut. Menurut Terziovski sebagaimana dikutip Asropi menyataan bahwa 
kemampuan inovasi suatu lembaga. ditentukan oleh beberapa faktor, adapun faktor-
faktor tersebut disebut sebagai dimensi kemampuan inovasi. Dimensi kemampuan 
inovai tersebut antara lain.. meliputi visi dan strategi; perekatan dasar kompetensi; 
penguatan informasi. dan kecerdasan organisasi;. orientasi pasar dan pelanggan; 
manajemen kreativitas dan gagasan; sistem dan struktur organisasi; dan menajemen 
teknologi. Dimensi-dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut: 57 
a. Visi dan Strategi Inovasi 
Visi dan strategi inovasi bukan hanya sebagai nilai utama dalam 
penyelenggaran pemerintahan, tetapi sekaligus ditempatkan sebagai tujuan. 
Inovasi menempati posisi sangat dihargai yaitu visi. Dengan posisi inovasi 
yang demikian ini, maka strategi didesain untuk menghasilkan inovasi, 
diantaranya melalui penanaman nilai-nilai kewirausahaan dalam tubuh 
birokrasi pemerintah daerah. 
b. Perekatan Dasar Kompetensi 
Berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi aparatur harus 
dilakukan untuk meningkatkan kreatifitas aparatur sehingga lebih inovatif 
dalam memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan penguasaan e-
government. 
c. Penguatan Informasi Dan Kecerdasan Organisasi  
                                                             
57 Asropi. Budaya Birokrasi dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi, 5 (3): 246-255. 
Hlm. 6. 2008 
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Kelancaran dan kecepatan arus informasi sangatlah penting bagi keberhasilan 
suatu kegiatan yang proses pendukungnya berada pada banyak satuan unit 
kerja. Agar informasi dapat mengalir cepat dan lancar, lembaga pada umumnya 
melakukan transformasi proses dengan mendasarkan pada kemampuan 
teknologi. 
d. Orientasi Pasar Dan Pelanggan 
Pelanggan dari pelayanan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah adalah 
masyarakat umum, dan tugas utama pemerintah adalah memuaskan masyarakat 
melalui pelayanan tersebut. Dalam hubungan pemerintah dan masyarakat ini, 
pemenuhan kepuasan masyarakat adalah suatu nilai yang harus tertanam pada 
jiwa aparatur pemerintah dalam mencitptakan dan menjalankan sebuah inovasi. 
e. Manajemen Kreativitas Dan Gagasan 
Inovasi tidak akan terjadi jika tidak ada kebebasan untuk mengembangkan 
gagasan dan kreatifitas. Inovasi tidak hanya difasilitasi melalui pembukaan 
ruang bagi munculnya berbagai gagasan yang kreatif, bahkan diletakkan 
sebagai fokus utama dari strategi manajemen sumber daya manusia. 
Manajemen sumber daya manusia aparatur diarahkan untuk terciptanya 
entrepreneurial spirit yang mengutamakan inovasi, teamwork, trustworthness, 
prosperity, dan speed. 
f. Manajemen Teknologi 
Teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari inovasi pemerintah 
daerah. Pemerintah daerah membangun jaringan kerja berbasis teknologi yang 
mampu menghubungkan antara berbagai lembaga yang terkait dengan 
penyelenggaraan perizinan sampai di tingkat desa. Penelitian tentang inovasi 
di sektor publik dengan diperoleh temuan bahwa inovasi telah menciptakan 
kesadaran tentang perlunya sektor publik melakukan inovasi dan juga perlunya 
menggabungkan hasil-hasil ke dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. 
   
Kemampuan inovasi pada bidang pemerintahan bukanlah suatu konsep 
yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan. dengan berbagai aspek manajemen, 
kepemimpinan, lingkungan politik dan pemahaman kepentingan stakeholders, 
iklim organisasi, alokasi sumber daya dan lain-lain sebagaimana yang tertera dalam 
hal-hal yang menjadi pendorong adanya suatu inovasi. Banyaknya faktor yang 
mempengaruhi kemampuan inovasi mengakibatkan perbedaan kemampuan dan 
keberhasilan inovasi pada masing-masing lembaga pemerintahan. Oleh sebab itu 
pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut sangat penting untuk dilakukan 
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sehingga dapat muncul suatu strategi untuk meningkatkan kemampuan inovasi pada 
suatu organisasi atau lembaga pemerintahan. 58 
2.2 Pelayanan Publik  
2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik  
Pelayanan berasal dari kata “service” yang berarti produk yang tidak ada 
wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, atau 
berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh 
penerima layanan.59 Dalam konteks pelayanan publik lebih dititik beratkan kepada 
bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti policy making, desain 
organisasi, dan proses manajemen dimanfaatkan untuk menyukseskan pemberian 
pelayanan publik, dimana pemerintah merupakan pihak provider yang diberi 
tanggung jawab. 60 Menurut Gasperz dalam Azis Sanapiah  
“Pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang memenuhi enam dari 
sepuluh indikator pelayanan yang baik berdasarkan kepastian waktu 
pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, 
kelengkapan, dan kemudahan mendapatkan pelayanan”. 61   
 
Jika pelayanan yang diberikan telah memenuhi kriteria tersebut, maka dapat 
dikatakan kebutuhan. telah terpenuhi sehingga dapat memberikan. kepuasan kepada 
masyarakat. Pelayanan publik juga diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan 
oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan-
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 
                                                             
58 Asropi. Budaya Birokrasi dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi, 5 (3): 246-255. 
2008 
59 Hardiansyah. Kualitas Pelayanan Publik: konsep, dimensi, indikator dan implementasinya. 
(Yogyakarta: Gava Media, 2011) Hlm. 10  
60 Yayat Rukayat. Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan 
Pasirjambu. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.2 Tahun XI. Hlm. 57. 2017 
61 Jumara, Noorsyama. Manajemen Pelayanan Inklusif: Sebuah Gambaran Singkat Dan Langkah 
Pengukuran. (Jakarta: LAN, 2010). Hlm. 16  
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fisik. Pelayanan publik juga sebagai pemberi pelayanan (melayani) keperluan orang 
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 
aturan pokok atau tata cara yang telah ditetapkan. 62  Menurut Winardi, secara 
konseptual konteks penyelenggaraan pelayanan publik yang baik adalah: 63  
1. Adanya kewajiban pada pihak aparatur negara untuk menjalankan fungsi dan 
kewenangannya berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik 
2. Adanya pengakuan terhadap hak asasi setiap warga negara dan masyarakat atas 
pemerintahan, perilaku administratif dan kualitas hasil pelayanan yang 
mumpuni 
3. Adanya keanekaragaman jenis serta bidang pelayanan publik sebagai akibat 
dari adanya keragaman urusan dan kepentingan masyarakat yang harus 
dipenuhi melalui penyelenggaraan pelayanan publik  
 
Selain itu pelayanan publik merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan 
oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahwa pelayanan 
umum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memnuhi 
kewajibannya, akan tetapi tidak disebabkan oleh hal itu saja, melainkan pemerintah 
memang terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. 64 Disisi lain pelayanan 
publik adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi 
penduduk negara yang bersangkutan, dilihat dari prosesnya, terjadi interaksi antara 
yang memberi pelayanan dengan yang diberi pelayanan. Pemerintah sebagai 
lembaga birokrasi mempunya fungsi untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah dan 
mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. 65   
                                                             
62 Sinambela, dkk. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi. (Jakarta: 
PT Bumi Aksara, 2010) Hlm. 128  
63 Muhammad Mujtaba Habibi dkk, Pendampingan Pembentukan Standar Pelayanan Publik 
Pemerintahan Desa Sebagai Upaya Mewujudkan Good Village Governance, JPDS, Vol. 2, No. 1 
h.19-27. 2019  
64 Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.  (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2005) Hlm. 141  
65 Saefullah. Konsep Dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik. (Sumedang: FISIP UNPAD, 1999) Hlm. 5   
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Adapun versi lain pelayanan publik menurut Sabaruddin yaitu 
“Pelayanan publik merupakan kegiatan administrasi negara dalam 
memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Sehingga Tujuan dari 
administrasi publik adalah untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam 
memenuhi kepentingan publik, tentunya harus didukug dengan ketersediaan 
administrator publik yang memiliki komitmen kepada publik.” 66   
 
Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang bersifat langsung dan 
dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku 
dan penuh dengan responsibilitas. Adapun pelayanan publik dapat berupa barang, 
jasa, dan sebagainya yang mana orientasi dari pelayanan publik itu sendiri adalah 
untuk mencapai standar pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat sehingga dapat 
memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.  
2.2.2 Perkembangan Teori  
Berbagai perkembangan teori inovasi yang ada mampu membentuk sebuah 
tatanan pelayanan administrasi secara fluktuatif dan ke arah yang lebih baik, berikut 
perkembangan teori secara singkat yang didasari oleh perkembangan paradigma 
ilmu administrasi publik mulai dari Old Public Administration, New Public 
Management, hingga New Public Service.  
2.2.2.1 Old Public Administration 
Teori ini juga dikenal dengan sebutan Administrasi Negara Tradisional atau 
Klasik. Perspektif pertama ini merupakan administrasi publik klasik yang 
berkembang sejak tulisan Woodrow Wilson di tahun 1887 yang berjudul “the study 
of administration”. Dalam kajian administrasi publik tidak secara aktif dan intensif 
                                                             
66 Zamroni dkk, Kualitas Pelayanan Publik Pada Pelayanan Kependudukan Dan Catatan Sipil Di 
Kantor Keluran Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (Studi Kasus Pada Kantor 
Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Jurnal Respon Publik Volume 13, No. 
2, Hal. 75-82. 2019 
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terlibat dalam perumusan kebijakan (policy formulation) karena tugas utamanya 
adalah melaksanakan kebijakan (policy implementation) dan penyediaan pelayanan 
publik (service provider). Dalam menjalankan amanahnya administrasi publik 
menunjukkan netralitas dan profesionalitas, kedua, dalam kajian administrasi 
publik seharusnya berusaha sekeras mungkin untuk mencapai efisiensi dalam 
melaksanakan tugasnya. Dengan melihat dua gagasan tersebut maka fokus 
pemerintahan pada penyediaan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui 
badan – badan milik publik. 67 Dalam perspektif Denhardt dikatakan bahwasannya 
“organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai suatu sistem tertutup 
sehingga keterlibatan warga negara (citizens) dalam pemerintahan terbatas. 
Perspektif ini juga melihat peran utama administrator publik dibatasi dengan 
tegas dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan pegawai, 
pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran.” 68 
Selain itu terdapat dua gagasan lain dalam perspektif ini, yaitu: pertama, 
menyangkut pemisahan politik dan administrasi. Dalam Old Public Administration 
(OPA) terbagi menjadi 2 paradigma, yaitu :  
1. Dikotomi Politik – Administrasi  
Pemerintah dalam tugasnya memiliki dua fungsi yang berbeda yaitu fungsi 
politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik yang berkaitan dengan perumusan 
kebijakan. dan pengekpsresian kehendak negara, sedangkan fungsi administrasi 
berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan kehendak negara. Paradigma ini 
meletakkan lokusnya pada birokrasi pemerintahan. sedangkan fokusnya masih 
belum mapan dan transparan. 69  
                                                             
67 Dian Suluh. Penerapan Prinsip-Prinsip Citizen’s Charter Dalam Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Publik. Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013. Hlm. 26-27  
68 Denhardt. The Public Service : Serving, not Steering. (London, England: M.E. Sharpe, 2003) 
Hlm. 8 
69 Henry, Nicolas. Public Administration Review. Vol 35, No. 4 (Jul-Aug) Hlm. 379. 1975 
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2. Prinsip – Prinsip Administrasi  
Paradigma ini menekankan. pada fokus administrasi publik daripada 
lokusnya. Aspek lokusnya bersifat ubikitos ( ada dimana-mana) dan fokusnya 
adalah prinsip-prinsip manajemen. 70   
2.2.2.2 New Public Management (NPM)  
New Public Management (NPM) merupakan suatu paradigma alternatif 
yang menggeser model administrasi publik lama atau tradisional menjadi 
administrasi publik yang lebih efektif dan efisien. Selain itu NPM hadir karena 
adanya kritik terhadap paradigma Old Public Administration (OPA) dan New 
Public Administration (NPA). Penerapan New Public Management (NPM) dapat 
dipandang sebagai bentuk modernisasi manajemen tentang pelayanan publik. 
Paradigma manajemen publik yang baru ini mengkritisi nilai-nilai administrasi 
publik yang dianggap fundamental dengan menegaskan beberapa hal, yaitu: 71 
a. Birokrasi bukanlah satu-satunya penyedia (provider) atas barang dan jasa 
publik karena sesuai dengan prinsip generic management yang fleksibel, sektor 
swasta telah lama menjadi pionir dalam menyediakan barang dan jasa yang 
dibutuhkan masyarakat;  
b. Sistem manajemen swasta yang fleksibel itu bisa diterapkan atau diadopsi oleh 
sektor publik;  
c. Peran ganda sektor publik di bidang politik dan administrasi yang telah lama 
terjadi bisa lebih terwujud di dalam paradigma baru, manajemen publik;  
d. Akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara lebih nyata.   
 
New Public Management (NPM) dengan cepat menggeser pendekatan 
administrasi publik tradisional yang dinilai kurang optimal. Berbagai pihak 
memandang NPM sebagai suatu konsep baru. yang ingin menghilangkan monopoli 
pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh birokrasi dan pejabat 
                                                             
70 Henry, Nicolas. Public Administration Review. Vol 35, No. 4 (Jul-Aug) Hlm. 379. 1975.  
71 Islamy, M Irfan. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) 
Hlm. 55-56   
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pemerintah.72 Konsep ini juga ingin mengemukakan pandangan baru dengan cara 
mentransformasikan kinerja yang selama ini dipergunakan dalam sektor privat. dan 
bisnis ke dalam sektor publik. David Osborne dan Ted Gaebler menerbitkan buku 
Reinventing Government yang merupakan salah satu aplikasi NPM yang pada 
hakikatnya adalah upaya untuk mentransformasikan jiwa dan kinerja wiraswasta 
(entetpreneurship) ke dalam birokrasi pemerintah.  
Terdapat ada sepuluh prinsip yang harus dilakukan yaitu meliputi 
pemerintah yang bersifat katalis, pemerintah milik masyarakat, pemerintah 
kompetitif, pemerintah berorientasi misi, pemerintah berorientasi pada hasil, 
pemerintah berorientasi pelanggan, pemerintah berwiraswasta, pemerintah 
partisipatif, pemerintah melakukan desentralisasi, pemerintah berorientasi pasar. 
Dengan melaksanakan kesepuluh prinsip ini, diharapkan pemerintah dapat 
meningkatkan kinerjanya.   
2.2.2.3 New  Public Service (NPS)  
Secara umum alur daripada konsep NPS menentang dan berlawanan dengan 
paradigma-paradigma sebelumnya (OPA dan NPM). Dasar teoritis paradigma NPS 
ini dikembangkan dari teori tentang demokrasi. Dengan lebih menghargai 
perbedaan dan keberagaman serta partisipasi dan hak sebagai warga negara. Pada 
substansinya dalam perspektif baru ini merupakan  
“a set of idea about the role of public administration in the governance 
system that place public service, democratic governance and civic 
engagement at the center.” 73 
                                                             
72 Saefullah. Konsep Dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik. Sumedang: FISIP UNPAD, 1999) Hlm. 5   
73 Saefullah. Konsep Dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik. Sumedang: FISIP UNPAD, 1999). Hlm: 24  
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Dalam perspektif administrasi publik ini New Public Service (NPS) 
menjelaskan ada perubahan. orientasi tentang warga negara (citizens), nilai yang 
dikedepankan, dan peran pemerintah. Warga negara (citizens) seharusnya 
ditempatkan di depan. dan penekanannya tidak seharusnya membedakan antara 
mengarahkan dan mengayuh tetapi bagaimana membangun institusi publik yang 
berlandaskan integritas dan responsivitas. 74 Dalam NPS, konsep kepentingan 
publik merupakan hasil kesepakatan berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat. 
Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas merupakan 
nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. Paradigma NPS 
berpandangan bahwa responsivitas birokrasi lebih diarahkan untuk warga negara, 
bukan untuk klien, konsituen dan bukan pula pelanggan.  
Perspektif New Public Service dapat dilihat dari beberapa prinsip–prinsip 
yang diungkapkan oleh Denhardt & Denhardt di antaranya, yaitu: 75 
1. Serve citizens, not customers. Kepentingan publik merupakan hasil dialog 
tentang nilai – nilai bersama daripada menurut kepentingan pribadi perorangan 
maka abdi masyarakat tidak semata – mata merespon tuntutan pelanggan 
(customer) tetapi justru memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan 
dan kolaborasi dengan warga negara. 
2. Seek the public interest. Administrator publik harus memberikan kontribusi 
untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya tidak untuk 
menemukan solusi yang tepat yang di arahkan oleh pilihan – pilihan 
perorangan tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggungjawab 
bersama. 
3. Value citizenship over entrepreneurship. Kepentingan publik lebih baik 
dijalankan oleh abdi masyarakat dan warga negara yang memiliki komitmen 
untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat daripada dijalankan oleh 
manager wirausaha yang bertindak seolah – olah uang masyarakat adalah milik 
mereka sendiri. 
                                                             
74 Denhardt. The Public Service : Serving, not Steering. (London, England: M.E. Sharpe, 2003) 
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75 Ibid. Hlm. 42-43 
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4. Think strategically, act democratically. Kebijakan dan program untuk 
memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan 
bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif. 
5. Recognize that accountability is not simple. Dalam perspektif ini abdi 
masyarakat seharusnya lebih peduli daripada dengan mekanisme pasar. Selain 
itu abdi masyarakat juga harus mematuhi peraturan yang ada, nilai 
kemasyarakatan, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga 
negara. 
6. Serve rather than steer. Sangat penting bagi abdi masyarakat untuk 
menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai bersama dalam 
membantu warga negara mengemukakan kepentingan bersama dan 
memenuhinya daripada mengontrol atau mengarahkan masyarakat ke arah nilai 
baru. 
7. Value people, not just productivity. Organisasi publik beserta jaringannya lebih 
memungkinkan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan 
melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada 
penghargaan semua orang. 
 
Administrator publik wajib melibatkan masyarakat (sejak proses 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) dalam pemerintahan dan tugas-tugas 
pelayanan umum lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang 
lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai dasar demokrasi, serta mencegah potensi 
terjadinya pelanggaran demokrasi. 76   
1.4 Kualitas Pelayanan 
1.4.1 Pengertian Kualitas Pelayanan   
Kata “kualitas” mengandung banyak definisi. dan makna karena orang yang 
berbeda akan mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuaian dengan 
persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian perbaikan berkelanjutan, 
bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan 
segala sesuatu yang membahagiakan. 77 Kualitas jasa atau kualitas pelayanan 
(service quality) berkontribusi. signifikan bagi penciptaan diferensiasi, positioning, 
                                                             
76 Purwanto, Agus. Pelayanan Publik Partisipatif “Mewujudkan Good Governance Melalui 
Pelayanan Publik. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) Hlm. 187  
77 Tjiptono, Fandy. Manajemen Jasa. (Yogyakarta: Andi, 2004) Hlm. 2 
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dan stategi bersaing setiap organisasi pemasaran, baik perusahaan manufaktur 
maupun penyedia jasa.78 Feigenbaum menyatakan  
“kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer 
satisfaction). Suatu produk berkualitas apabila dapat memberi kepuasan 
sepenuhnya terhadap konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan 
konsumen atas suatu produk/jasa”. 79  
Kualitas layanan diartikan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 
diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.80 
Disisi lain kualitas pelayanan merupakan dasar bagi pemasaran jasa, karena 
inti produk yang dipasarkan adalah suatu kinerja (yang berkualitas). Beberapa 
pengertian kualitas pelayanan menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kualitas 
pelayanan adalah sesuai tidaknya pelayanan yang diberikan perusahaan atau 
organisasi kepada konsumen dengan harapan konsumennya yang dapat digunakan 
sebagai strategi untuk bersaing.  
Pelayanan juga diartikan sebagai jasa. Kualitas jasa merupakan suatu 
pembahasan yang sangat kompleks. karena penilaian kualitas pelayanan berbeda 
dengan kualitas produk, terutama sifatnya yang tidak nyata (intangiable) dan 
produksi serta konsumsi berjalan secara stimultan. Sehingga, kualitas pelayanan 
adalah bagaimana tanggapan pelanggan terhadap jasa yang dikonsumsi atau 
dirasakannya. 81 Pelayanan publik yang berkualitas dapat dilihat dari sebarapa 
efeketif dan efisien dalam memberikan pelayanan, apabila kedua indikikator 
tersebut telah terpenuhi, maka kualitas pelayanan publik sudah optimal.  Pengertian 
lain tentang kualitas pelayanan publik menurut Sinambela adalah 
                                                             
78 Tjiptono, Candra. Service, Quality, Satisfaction. (Yogyakarta: Andi, 2005) Hlm. 109  
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“Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 
lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam 
berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi 
telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah.” 82 
 
Sementara itu jasa merupakan suatu fenomena yang rumit. Kata jasa 
mempunyai banyak arti dan ruang lingkup, dari pengertian yang paling sederhana, 
yaitu hanya berupa pelayanan dari seseorang kepada orang lain, bisa juga diartikan 
sebagai mulai dari pelayanan yang diberikan oleh manusia, baik yang dapat dilihat 
(explicit service) maupun yang tidak dapat dilihat (implisit service) sampai pada 
fasilitas-fasilitas pendukung yang harus tersedia dalam penjualan jasa dan benda-
benda lainnya. 83 Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara layanan yang 
dirasakan sama atau melebihi kualitas layanan yang diharapkan, maka layanan 
dapat dikatakan berkualitas dan memuaskan.  
Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas 
pelayanan adalah segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh seseorang, 
organisasi, instansi atau penyelenggara jasa secara maksimal dengan segala 
keunggulan dala rangka memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.  
1.4.2 Dimensi Kualitas Pelayanan   
Menurut Parasuraman terdapat lima dimensi kualitas. pelayanan yang 
dikembangkan, dimensi-dimesi tersebut mampu menjangkau indikator kebutuhan 
terhadap pelayanan yang optimal dan dapat digunakan sebagai perencanaan strategi 
dan analisis.  Dimensi-dimensi tersebut yaitu: 84 
 
                                                             
82 Asep Setiadi. Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan 
Publik. Journal of Management Review Volume 2 Number 2 Page (209-218). 2018 
83 Ibid. Hlm. 47 
84 Jasfar, Farid. Manajemen Jasa Pendekatan Terpadu. (Bogor: PT.Gahlia Indonesia, 2005) Hlm. 
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1. Reliabilitas 
Yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, 
akurat, dan memuaskan. Contohnya, dokter mampu mendiagnosa penyakit 
pasien dengan akurat.  
2. Responsivitas 
Yakni keinginan dan kesediaan pada karyawan untuk membantu para 
pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. Contohnya, sistem 
reservasi dan penanganan bagasi maskapai penerbangan yang cepat.  
3. Jaminan (assurance) 
Mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 
yang dimiliki para karyawan; bebas dari bahaya fisik, risiko atau keragu-
raguan. Contohnya, mekanik di bengkel yang berpengetahuan dan 
berpengalaman luas. 
4. Empati 
Meliputi kemudahan dalam menjalin hubungan, komunikasi yang efektif, 
perhatian personal, dan pemahaman atas kebutuhan individual para pelanggan. 
Contohnya, seorang dokter mengenal pasiennya dengan baik, mengingat 
masalah (penyakit, keluhan, dan sejenisnya) sebelumnya, dan bersikap sabar 
serta menjadi pendengar yang baik. 
5. Bukti fisik (tangibles) 
Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, dan sarana komunikasi. 
Contohnya, fasilitas reparasi, seragam karyawan, kelengkapan peralatan, dan 
ruang tunggu yang representatif di bengkel. 
 
2.4 E-Government  
E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah 
untuk memberikan informasi dan pelayanan berbasis online kepada masyarakat, 
serta hal-hal lain yang berkenan dengan pemerintahan yang disertai dengan sebuah 
sistem aplikasi. Informasi dan pelayanan yang efektif sejatinya mampu untuk 
memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan 
berbagai interaksi kepada pemerintah. Untuk itu harus ada inovasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dan berbasis online agar proses 
penyelenggaraan pelayanan publik yang dimaksud menadi lebih efisien dan 
akuntabel. Apabila beberapa indikator tersebut dapat dipenuhi, maka pelayanan 
publik dengan menggunakan e-governmenet sebagai instrumen untuk mempercepat 
pelayanan akan semakin dibutuhkan. Menurut Adriwati  
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“Electronic Government merupakan sebuah sistem informasi yang 
menggunakan internet dan teknologi digital lain untuk melakukan transaksi, 
layanan publik, komunikasi, koordinasi dan manajemen organisasi 
pemerintah, yang meliputi layanan Government to Government, 
Government to Business, dan Government to Society.”85  
 
 E-government diperuntukkan ke dalam: (a) pemerintah yang menggunakan 
teknologi, khususnya aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan 
delivery/layanan pemerintah kepada masyarakat, partner bisnis, pegawai, dan 
pemerintah lainnya; (b) suatu proses reformasi di dalam cara pemerintah bekerja, 
berbagai informasi dan memberikan layanan kepada internal dan eksternal klien 
bagi keuntungan baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku bisnis; dan (c) 
pemanfaatan teknologi informasi seperti Wide Area Network (WAN), internet, 
World Wide Web, dan komputer oleh instansi pemerintah untuk menjangkau 
masyarakat, bisnis, dan cabang-cabang pemerintah lainnya untuk memperbaiki 
layanan kepada masyarakat, memperbaiki layanan kepada dunia bisnis dan industri, 
memberdayakan masyarakat melalui akses kepada pengetahuan dan informasi, dan 
membuat pemerintah bekerja lebih efisien dan efektif. 86  
Manfaat e-government akan semakin besar bilamana tujuan di ciptakannya 
yaitu sebagai fasilitas dari pemerintah untuk menunjang interaksi terhadap 
masyarakat bisa tercapai. Hal tersebut tentunya mempengaruhi lingkungan 
masyarakat bisnis maupun industri dalam melakukan setiap tindakannya. Layanan 
yang diperuntukkan bagi masyarakat yang di dalamnya terdapat kontribusi 
pemerintah akan menjadi nilai positif bagi pemerintah. Disisi lain menurut Indrajit  
“E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang digunakan 
untuk memudahkan kepentingan publik yang bertujuan untuk 
                                                             
85 Adriwati, Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan Tantangan 
Administrasi Publik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001) Hlm. 51 
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menyelenggarakan kepentingan pemerintahan yang berbasis elektronik 
dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.” 87 
 
Kebijakan tentang penataan e-government diatur dalam Instruksi Presiden 
Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-
Government. Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan 
dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang 
transparan, pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi 
pada kerangka arsitektur. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 
terdapat tujuan strategis e-government yang perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) 
strategi, meliputi: 88 
a. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta 
terjangkau oleh masyarakat luas.  
b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dari pemerintah daerah 
otonom secara holistik.  
c. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri 
telekomunikasi dan teknologi informasi.  
d. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah 
daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.  
e. Melaksanakan pengembangan scara sistematik melalui tahapan-tahapan yang 
realistik dan terukur.  
Berdasarkan poin-poin diatas pengembangan e-government harus dilaksanakan 
secara seimbang dengan mengoptimalkan hubungan antara inisiatif masing-masing 
                                                             
87 Eka Pratiwi, Muhamad Muslihudin, Implementasi E-Goverment Sebagai Upaya Peningkatan 
Potensi Desa Di Desa Bumirejo Menggunakan Web Mobile, Jurnal TAM (Technology Acceptance 
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instansi. dan penguatan kerangka kebijakan untuk menjamin sinergi antar keduanya 
dalam suatu jaringan sistem manajemen dan proses kerja.  
2.4.1 Tipe Relasi E-Government  
Klasifikasi tipe relasi e-government dibutukan untuk memetakkan setiap 
aktivitas yang ada di dalam pemerintahn baik di dalam negeri maupun luar negeri 
untuk mencapai efisiensi tujuan relasi tersebut, adapun tipe relasi tersebut meliputi:  
89     
2.4.1.1 Government to Citizens 
Dalam G-to-C ini aplikasi e-government yang paling umum yakni dimana 
pemerintah berusaha membangun dan menerapkan berbagai aplikasi teknologi 
informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat sebagai 
upaya dalam melakukan perbaikan sistem oleh pemerintah. Menurut Indrajit 
“Tujuan utama dari aplikasi G-to-C ini adalah untuk mendekatkan 
pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar 
masyarakat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan 
berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.” 90     
 
Adapun beberapa contoh interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya yaitu   
pembuatan E-KTP, SIM, STNK, dll. 
2.4.1.2 Government to Business 
Model G-to-B ini merupakan tipe yang mendekatkan antara pemerintah 
dengan pelaku usaha (pebisnis). Hal tersebut dikarenakan sangat dibutuhkannya 
relasi yang baik, antara pemerintah dengan kalangan pebisnis. Secara tidak 
langsung pemerintah bergantung terhadap pebisnis sebagai investor dalam 
beberapa program pemerintah. Menurut Indrajit  
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“Diperlukannya relasi tersebut tidak saja bertujuan untuk memperlancar 
para praktisi bisnis dalam menjalankan bisnisnya, namun lebih jauh banyak 
hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi yang baik antar 
keduanya.” 91 
 
 Contohnya seperti pada proses peizinan pendirian usaha dan investasi, 
pengadaan lelang oleh pemerintah, dan kegiatan lain yang membutuhkan informasi 
secara online bagi pelaku usaha, dengan demikian diharapkan sinergi antara 
keduanya dapat berlangsung dengan baik untuk mempercepat pertumbuhan 
ekonomi.  
2.4.1.3 Government to Government  
Interaksi G-to-G merupakan interaksi yang mambutuhkan keterampilan 
tersendiri karena pembahasan di dalamnya tentu berskala global dan menyinggung 
hal-hal yang sensitif.  
“Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah 
setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang menyangkut 
diplomasi, namun lebih jauh lagi yaitu untuk memperlancar kerjasama antar 
negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan 
hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan.” 92 
 
Untuk melakukan interaksi antar pemerintah yang berkepentingan maka 
dibutuhkan strategi yang mampu menciptakan suasana yang kondusif dan 
harmonis. Contohnya dalam aplikasi yang dapat menghubungkan antara kantor-
kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau 
konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang 
dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di Indonesia.  
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2.4.1.4 Government To Employees  
Aplikasi e-government yang diciptakan untuk para karyawan atau pegawai 
pemerintahan merupakan sebuah langkah kebijakan yang di ambil oleh pemerintah 
dalam memberikan kenyamanan selama bekerja, fasilitas yang di berikan oleh 
pemerintah meliputi kebutuhan primer bagi para karyawan atau pegawai. Menurut 
Indrajit 
“Aplikasi e-government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja 
dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang 
bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Aplikasi tersebut 
setidaknya memberikan ruang dan akses kepada para pegawai untuk dapat 
menikmati fasilitas yang diberikan oleh peemerintah.” 93  
 
Contohnya sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai 
pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah 
sakit, poliklinik, apotik, dsb) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan 
tinggi, kejuruan, dll) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta 
keluarganya. Dengan demikian diharapak para karyawan atau pegawai mampu 
menunjukkan kualitas yang semakin baik kedepannya dalam melakukan 
perkerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
2.4.2 Tahapan Perkembangan Implementasi E-Government  
Menurut Nugroho tahapan perkembangan implementasi e-government di 
Indonesia dibagi menjadi empat. Tahapan perkembangan e-government sebagai 
berikut: 94 
1. Web Presence, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, 
informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website 
pemerintah.  
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2. Interaction, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara 
masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang 
ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi email 
dalam website pemerintah.  
3. Transaction, yaitu web daerah yang memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi 
dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.  
4. Transformation, yaitu pelayanan dari pemerintah meningkat secara 
terintegrasi.  
 
Dengan demikian tahapan impelementasi tersebut dapat diterapkan agar e-
government tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik 
yang optimal.  
  
